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BUPATI HAI,MATIERA BARAT,

lVlenimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Haknahera Barat Tahun Anggaran 2026, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 4 ayat {3) dan ayat {41 huruf a Peraturan Pemerintah Nornor 12
Tahun 2019 tenta:tg Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturam
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:,:un 2A2A tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku Kepala Daerah
melimpahkan pemegang kekuasaal pengeiolaan keuangan Daerah
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

tl" trahwa berdasarkan pertimtrangan sebagairnana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Bupati t"entang Peiimpahan Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari tsupati Selaku Kepala
l)aerah kepada Sekretaris Daerah Katrupaten Haimahera Barat Tahun
Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang*undang Nomor 60 Tahrin 1958 teritang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra ?ingkat iI Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang*undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Burr dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera lJtara, Kabupaten Halmahera Selatan, KaLrupaten Kepulauaa
Sula, Kabupaten Haknahera Timur dan Kota Tidore Kepuiauan di
Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perben.daharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 201-4 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang*undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera"h;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A23 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbalgan;

1CI. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan l)aerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2AZA tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

L2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2A2L tentang Pemtrahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Katrupaten
Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten l{almahera Barat Nornor 2 Tahun 2822
tentartg Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2oz3 tentang perubahan Ked,ua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun zaffi
tentalg Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun zazs
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2A26;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun zazs kntang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Reianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran eA26.

II{EIWIJTUSKAI{:

MeUmpahkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah clari
Bupati selaku Kepala Daerah kepada sekretaris Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sekretaris Daerah
mempunyai tugas :

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
tr" koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

perubahan APBD dax rancangan pertanggungjawatran pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman peiaksanaan ApBD;
d. mernberikan persetu.l'uan pengesahan DpA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengeloiaan Keuangan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpin TAPD"

Daiam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Diktum Ked,ua,
sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat
dan tetap berpedoman sesuai keientuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Penunjukan dan Penetapan Pejatlat sebagaimana dimaksud daiam
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Femerintah
Ncmor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T7 Tahun za2a tentang pedaman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan perundang-
undangan lainnya.

Keputusan ini mulai trerlaku pada tanggai ditetapkan.

Menetapkan

KESATU

KtrDUA

KETIGA

KtrtrMPAT

KtrLIMA

Ditetapkan di
pada tanggal

Jailolo
2 Jan 24',26

EUPATI BAnAT,

Teal*lustrn dlsFmp o;lkarn kep ada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gutrernur Maluku Utara di Solifi,
3. Bada' Pemeriksaan Keuangan Perrva-kil.an Maluku Utara di Ternate,
4. Inspeltur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Hatmahera Barat di Jailolo,
$" Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
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Sei<retaris Daerah
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